Anggota DPRD Kotabaru Awaludin Ingin Tegalrejo Penerima Dana Desa Wisata Sebagai Contoh
di Kalsel

Anggota DPRD Kotabaru, Fraksi PAN Awaludin SHut (tiga dari kanan) saat melaksanakan reses di Desa
Tagalrejo, Kecamatan Kelumpang Hilir.

Sumber gambar :

https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/anggota-dprd-kotabaru-fraksi-pan-awaludin-
shut.jpg

Penyerapan aspirasi masyarakat dikemas dalam bentuk kegiatan reses oleh anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, jadi agenda rutin. Reses
dilaksanakan di masing-masing daerah pemilihan (Dapil) khususnya, tidak kecuali Awaludin SHut dari
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Sekretaris Komisi 11 DPRD Kotabaru. Pada reses tahap Il
tahun 2021, oleh Awaludin SHut dimulai pada Selasa (23/11/2021). Ada enam titik menjadi kegiatan reses.

Enam wilayah yang dikunjungi adalah Desa Langadai, Desa Sidomulyo, Desa Tagelrejo, Desa
Sungaikupang Jaya, Desa Sukamaju dan Desa Pantai. Menurut Awaludin SHut, untuk reses tahap IlI
khususnya di Desa Langadai, ia membawa tim provider Telkomsel. Dalam pekan ini akan dipasang tower
Telkomsel di sana. "Pengurusan ini hampir satu tahun, saya meminta ke pemerintah pusat. Dan, kemarin
(saat reses) tim Telkomsel sudah menunjuk lokasinya," katanya.

Kepala Desa setempat sudah setuju, mudah-mudahan Desember 2021 sudah terpasang untuk
dinikmati masyarakat Langadai dan Tarjun. Sedangkan di Desa Sidomulyo, Awaludin memberikan
aspirasinya, Pokran untuk bangunan dan pengurukan pasar Sidomulyo. Tujuannya untuk meningkatkan
perekonomian masyarakat di desa tersebut. Selain itu, menjadi perhatian adalah bangunan SDN Sidomulyo
perlu ada perhatian, karena kondisi bangunan mebelernya sangat rusak. "Sudah dikomunikasi ke Dinas
Pendidikan. Dan, Disdik janji memprioritaskan,” ujar Awaludin SHut.
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Selanjutnya reses di Desa Tegalrejo Kotabaru, rencana pengajuan proposal dana insentif desa wisata.
Proposal sudah siap tinggal menunggu jadwal Menteri untuk disampaikan proposal tersebut. Penyerahan
proposal satu tangan ke Menteri, karena Awaludin SHut merupakan Ketua Asosiasi Desa Wisata
Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalsel. "Karena inginnya Desa Tegalrejo, salah satu contoh di Kalsel yang
mendapatkan dana insentif desa wisata," harapnya.

Untuk di Desa Sungaikupang Jaya, dirinya sudah mengupayakan sekolah mendapatkan bantuan
komputer untuk persiapan UNBK. Bantuan sudah terealisasi sebanyak 30 unit komputer kepada SDN 1
Sungaikupang Jaya. "Karena SDN 1 Sungaikupang Jaya sebagai SDN Penggerak," ucap Sekretaris Komisi
Il DPRD Kotabaru Awaludin.

Sementara di Desa Sukamaju, aspirasinya meminta saluran pipanisasi untuk air masyarakat. Sebab
bendungan sudah terbuat. Beda dengan pantai, masyarakat menunjukan jalan beton sekitar 75 meter belum
terbangun. "Sudah saya ajukan ke Disperkim. Apakah masuk diperubahan atau di APBD 2023. Karena
APBD 2022 kan sudah diketuk," pungkas Awaludin SHut.

Pada sumber yang berbeda disampaikan Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Komisi
Il DPRD Kotabaru, Awaludin, saat menghadiri acara BUMDes Expo di Kabupaten Batola (Barito Kuala)
kepada Dirjen Kementerian Desa, yang berhadir. Awaludin juga sempat menyarankan Bappeda Kotabaru
untuk membuat kajian dan penelitian tentang BUMDes yang bisa mengelola pariwisata dan agrobisnis
sesuai dengan misi visi Bupati. “Kita akan fokus untuk pemberdayaan BUMDes yang ada di Kotabaru,”
ucapnya, Sabtu (13/11/2021).

Tak hanya itu, saat acara Awaludin juga meminta kepada Dirjen untuk membantu BUMDes
Tegalrejo agar bisa mendapatkan dana insentif desa wisata. “BUMDes Tegalrejo sekarang semakin dikenal
dan diharapkan bisa ikut di ajang tingkat nasional,” katanya

Sementara itu, Direktur BUMDes Pesona Rejo, Desa Tegalrejo, Kecamatan Kelumpang Hilir,
Widodo, mengatakan prospek pengembangan destinasi wisata Goa Lowo memang cukup menjanjikan.
Terutama pendapatan masyarakat sekitar semakin meningkat. Kepedulian dan kesadaran masyarakat
terhadap wisata, juga menunjukkan perbaikan. “Termasuk juga perputaran keuangannya, terlebih saat libur
akhir pekan, pengunjung yang datang rata-rata 500 orang,” tandasnya. la menambahkan, dengan
pendapatan pengelola, meski nilainya fluktuatif, jika rata-rata per bulan berkisar antara Rp9 juta sampai Rp
10 juta, tentu dapat banyak persentase dari pengelolaan

Sumber berita:

1. https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/11/30/anggota-dprd-kotabaru-awaludin-ingin-

tegalrejo-penerima-dana-desa-wisata-sebagai-contoh-di-kalsel?page=all.
2. https://koranbanjar.net/anggota-dprd-kotabaru-ini-temui-dirjen-agar-bantu-bumdes-tegalrejo/
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Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun
2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana
diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara! dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 20202,

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa
dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020
Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang
selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah
dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa
adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa
adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintahan Desa.

1 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016

2 https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020
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Penggunaan Dana Desa

1.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan
masyarakat, dan kemasyarakatan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa
diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah
Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020
Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan
kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020
Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan
manfaat sebesarbesarnya bagi masyarakat Desa berupa :

a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan
di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup
masyarakat.

b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
c. penanggulangan kemiskinan;
Diutamakan untuk:
1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;

3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk
menyediakan lapangan kerja;

4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur,
setengah menganggur, keluarga miskin;

5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).

d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang
kesehatan, pendidikan, dan sosial.
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6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020
Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :

a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan
prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan

b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan
prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020
Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang
terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau
menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. Pandemic Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19): %"

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020
Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada
keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
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